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ABSTRAK

Dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan di provinsi Riau, kota pekanbaru,
perlu membentuk peraturan daerah tentang penangganan fakir miskin tersebut.
Keadilan adalah pengakuan dan pemberlakuan yang seimbang antara hak dan
kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, maka sebaliknya kita wajib
mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain.
Tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan
di kota pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 tahun
2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemerintah daerah dalam
mengimplentasikan tanggung jawbanya dan Apakah faktor yang menghambat
implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara
berkelanjutan di kota pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau
nomor 17 tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
pendekatan yuridis atau dengan sebutan lain penelitian hokum sosiologis dan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Pemerintah dalam
penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di Kota Pekanbaru sudah terlaksana
dengan baik dan memenuhi indikator yang tepat dan terlaksana sesuai dengan
PERDA Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 dimana pemerintah daerah telah
melaksankan tanggung jawabnya pada PERDA tersebut. Bagi lembaga atau
instansi terkait bahwasanya butuh adanya evaluasi dari setiap tanggung jawab
para lembaga atau instansi terkait yang dilakukan setiap hari selama pelaksanaan
penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di Kota Pekanbaru, karna jika
dilakukan evaluasi setiap hari maka hal itu akan mengurangi resiko terjadinya
hambatan dalam melaksankan tanggung jawabnya.

Kata Kunci : Implementasi, Pemerintah Daerah, Fakir miskin

Xiv



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidemensi dan multisektor
dengan beragam karakteristiknya, yang merupakan kondisi yang harus segera
diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang
bermartabat.Karena itu harus ditanggulangi secara bersinergi oleh pemerintah
bersama masyarakat dan dunia usaha.bahwa dalam rangka mengatasi masalah
kemiskinan di provinsi Riau, kota pekanbaru, perlu membentuk peraturan daerah
tentang penangganan fakir miskin tersebut.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam
masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa
dientaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita si miskin,
demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat. Bila dilihat dalam konteks
agama sebenarnya jauh lebih jelas. Dalam Islam dibedakan secara tegas antara
mereka yang disebut sebagai ‘miskin’ dan mereka yang masuk golongan ‘fakir’,
orang miskin adalah mereka yang tidak atau kurang memiliki potensi untuk
memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupannya, sementara orang fakir adalah
mereka yang memiliki potensi yang belum direalisasikan untuk mencukupi

kebutuhan hidup sehari-hari*.

! Muhtadi ridwan, Geliat Ekonomi Islam, (Malang: UIN Maliki Press, 2011),hlm.3



Keadilan adalah pengakuan dan pemberlakuan yang seimbang antara hak
dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, maka sebaliknya kita wajib
mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal
ini disebabkan orang lain pun mempunyai hak hidup seperti kita.Jadi, keadilan
pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut
hak, dan menjalankan kewajiban.

Asas yang menuju dan terciptanya keadilan sosial itu antara lain :

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya
pangan, sandang dan perumahan.

2. Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

3. Pemerataan pembagian pendapatan.

4. Pemerataan kesempatan kerja.

5. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi
generasi muda dan kaum wanita.

6. Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah tanah air.

7. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain,
pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya
yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun
regional telah banyak memberikan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh

Seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan



hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi
ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak
diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh golongan masyarakat,
maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan
pendapatan.

Keberadaan Indonesia sebagai Negara berkembang tidak dapat lepas dari
banyaknya permasalahan dibidang ekonomi.Salah satu permasalahan nyata yang
dihadapi bangsa Indonesia adalah Disparitas (ketimpangan). distribusi pendapatan
dan kemiskinan®.

Secara filosofis, pembukaan UUD 1945 merupakan modus Vivendi
(kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu
bangsa yang majemuk. la juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran (akte) karna
sebagai modus Vivendi didalamnya memuat pernyataan kemerdekaan
(proklamasi) serta identitas diri dan pijakan untuk melangkah mencapai cita-cita
bangsa dan tujuan Negara. Kedudukan ilmu ekonomi kesejahteraan dalam teori
ekonomi modern sejauh ini agak genting. Dengan semakin berkembangnya
kecurigaan atas pemanfaatan etika dalam ilmu ekonomi, maka ilmu ekonomi
kesejahteraan menjadi semakin meragukan®. Dari sudut hukum,pembukaan UUD
1945 yang memuat pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan
cita hukum (rechtside) dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa

bangsa Indonesia sendiri. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan

2 Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,
(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011),him.3

® Amartya Sen, Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin?,(London: Review Of
Books,1998),hIm.25.



sosial maka urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
dalam Alinea IV pembukaannya itu:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*

Bagi fakir miskin dan seperti yang di maksud dalam undang-undang dasar
1945 diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial (protection measuares)
sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara (state obligation). Menjamin
terpenuhi hak-hak dasar warganya yang tidak mampu atau miskin. Didalam
Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 huruf H
ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai hak- hak warga negara
dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu:

1. Pasal 27 ayat (2) menyatakan: “Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

2. Pasal 28 huruf H ayat (3) menyatakan: “Setiap orang berhak atas Jaminan
Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat”.

3. Pasal 34 ayat (1) menyatakan: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar

dipelihara oleh negara”.

*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945



4. Pasal 34 ayat (2) menyatakan: “Negara mengembangkan sistem jaminan
Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah
dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Pasal-pasal dalam amanat Kkonstitusi tersebut memberi penegasan bahwa
setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik- baiknya dan
pemerintah wajib melindungi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia dan
berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara
Indonesia. Dengan demikian Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional berasaskan
Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar.

Pengentasan kemiskinan merupakan sebuah langkah yang harus diambil
pihak penyelenggara pemerintahan. Meningkatkan pendapatan dan daya beli
masyarakat merupakan sebuah bentuk usaha pengentasan kemiskinan, hal ini
dapat dicapai salah satunya melalui pemerataan pendapatan. Bentuk pemerataan
pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan
dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu. Faktanya
keberadaan penduduk miskin mayoritas bekerja pada sektor usaha mikro,
penetapan kebijakan dalam memberikan bantuan dana usaha produktif sangat
berpengaruh dengan harapan dapat membuka lapangan kerja baru dan
meningkatkan pendapatan.

Dengan posisi yang sedemikian, itu mengharuskan pemerintah untuk
mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki demi kemakmuran seluruh

masyarakat Indonesia.



Kemiskinan akan menjadi ancaman serius dimasa mendatang ketika hal
tersebut dibiarkan dan tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkendali, pada suatu saat akan
melampaui “daya dukung lingkungan”yakni kemampuan suatu daerah untuk
mendukung sejumlah manusia tertentu pada tingkat kehidupan yang wajar.
Pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting dalam masalah sosial ekonomi
umumnya dan masalah penduduk khususnya. Karena perpengaruh terhadap
kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara bahkan dunia. Misalnya dengan
bertambah penduduk berarti harus bertambah persediaan bahan makanan,
perumahan, kesempatan kerja, jumlah gedung sekolah dan lain sebagainya. Tanah
di Indonesia sangat subur dan menyimpan kekayaan alam. Sebut saja minyak
bumi, tambang batu bara, tambang emas, rempah-rempah dan masih banyak lagi
kekayaan alam yang terkandungdidalam tanah Indonesia. Semua hasil bumi
tersebut dikelola oleh pemerintah dan dimanfaatkan untuk kepentingan
masyarakat. Hal ini tertuang dan telah diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3
Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaaan alam
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Namun disadari atau tidak penyaluran dan
pemanfaatan kekayaan alam Indonesia tersebut dirasakan kurang merata bagi
masyarakat Indonesia.Permasalahan ekonomi adalah salah satunya adalah naiknya
harga minyak bumi dan bahan bakar yang berimbas kepada kenaikan harga bahan
pokok sehingga keadaan ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat atau kehidupan sosial sesungguhnya



merupakan himpunan dari berbagai macam hubungan antara para anggotanya.
Hubungan inilah yang pada akhirnya membentuk kehidupan sosial itu. Bahwa
kehidupan sosial itu merupakan jalinan dari berbagai Keterbelakangan bukan
hanya berarti kemiskinan materi, dan bukanhanya berarti tidak sekaya negara-
negara yang ‘“sudah berkembang” (Negaralndustri). Keterbelakangan adalah
kesenjangan internal di dunia Kketiga, yakniantara masing-masing Negara
berkembang: antara berbagai lapisan socialmasyarakat, dan antara pusat dan
daerah. Di banyak Negara dunia ketiga,struktur sosial masing-masing lapisan
masyarakat berkembang kearah yangberlawanan. Hal ini mengakibatkan semakin
lebarnya jurang kaya-miskin.Fenomena ini disebut “Entwicklung der
Unterentwicklung” (perkembangannegatif). Proses ini juga dapat terjadi meskipun
pertumbuhan ekonominyapositif.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah suatu dasar yang harus diwujudkan
dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu
mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya
dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian itu nilai-nilai
keadilan sebagai dasar dalam pergaulan antar Negarasesama bangsa di dunia dan
prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam dalam suatu pergaulan
antar bangsa di dunia dengan hubungan yang dilakukan para anggota masyarakat
satu dengan lainnya.

Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan
dalam lembaran dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita

daerah. Untuk menegakkan Peraturan Daerah, dibentuk Satuan Polisi Pamong



Praja yang bertugas membantu kepala daerah untuk menegakkan Perda dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan Kketentraman masyarakat. untuk
melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan
kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah.
Adapun peraturan kepala daerah tersebut dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum, perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.Peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah yang dilakukan
oleh sekretaris daerah.
Adapun penanganan fakir miskin bertujuan untuk:
1. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin.
2. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat, dan
4. Menjamin Kkonsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam
penanganan fakir miskin.

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kesempatan
mengikutiproses pendidikan. Karena pendidikan merupakan bagian integral dari
kehidupan. Setiap saat kita harus berhadapan dengan semua kemampuan yang kita
miliki. Dengan perubahan yang terjadi secara terus—menerus dan
berkesinambungan, setiap orang harus selalu siap melakukan persiapan matang
agar tidak kesulitan saat menghadapi setiap perubahan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa interaksi sosial merupakan proses
individu dalam melakukan hubungan sepanjang ia hidup sebagai anggota

masyarakat, sehingga individu akan merasa bagian dari masyarakat secara



keseluruhan. Interaksi sosial merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai
perekat dalam kehidupan sosial, baik dalam konteks kehidupan pranata keluarga
maupun dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kalau interaksi berjalan
dengan baik, mereka akan memperoleh hubungan yang baik melalui interaksi
sesamanya, baik dalam bentuk berkomunikasi maupun dalam bentuk kerja sama,
hubungan masyarakat dalam bentuk apapun dapat diselesaikan dengan interaksi,
baik interaksi masyarakat bawahan, maupun sampai pada kalangan masyarakat
yang paling atas. Keberhasilan progam pegentasan kemiskinan, sama seperti
program pembangunan yang lain, terletak pada identifikasi akurat terhadap
kelompok dan wilayah yang ditargetkan.

Keberhasilan pengentasan kemiskinan terletak kepada beberapa

langkah:

1. Karakteristik ekonomi penduduk, antara lain adalah: sumber-sumber
pendapatan, pola-pola konsumsi dan pengeluaran, tingkat ketergantungan,
dan lain-lain.

2. Karakteristik demografisosial, diantaranya tingkat pendidikan, dan cara
memperoleh fasilitas kesehatan.

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Negara yang tercantum dalam alinea
keempat pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi ‘“memajukan
kesejahteraan umum”, bahwa Indonesia menganut paham Negara kesejahteraan

(welfare state).



Kesejahteraan yang dimaksud adalah berupa kewajiban Negara atau
pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan
umum) dalam suasana yang sebesar- besarnya kemakmuran menurut asas keadilan
sosial bagi seluruh rakyat. Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan,
karena tugas pemerintah tidaklah semata-mata hanya dibidang pemerintahan saja,
melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai
tujuan Negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintahan daerah
dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan pusat dibidang
sosial yang antara lain dalam rangka menanggulangi angka kemiskinan yang
timbul di kota pekanbaru.

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata
pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan
atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu,
dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau
masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan,
pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga
negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan,
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial.

Berdasarkan pengertian tersebut melalui kementrian sosial dalamupaya
mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pemerintah telah menetapkan

indikator untuk menetapkan tingkat fakir miskin yaitu:
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1. Penghasilan rendah atau berada pada garis dibawah garis kemiskinan yang
dapat di ukur dari tingkat pengeluaran perorangan per bulan berdasarkan
standar badan statistika (BPS) perwilayah provinsi dan kabupaten/kota.

2. Ketergantungan pada bantuan pangan kemiskinan (Zakat/raskin/santunan
sosial).

3. Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keluarga
pertahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap perorang pertahun).

4. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu keluarga yang sakit.

5. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.

6. Tidak memiliki harta benda yang dapat dijual untuk membiayai kebutuhan
hidup.

7. Tinggal di rumah tidak layak huni.

8. Kesulitan memperoleh air bersih.

Selanjutnya BPS dalam menentukan standar garis kemiskinandilakukan
dengan cara menetapkan nilai standar minimum, baik untukmakanan dan non
makanan yang harus di penuhi seseorang untuk dapat hidup layak, yaitu apabila
penduduk pengeluarannya tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan
setara 2.100 kalori per hari ditambah pemenuhan kebutuhan pokok minimum non
makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan dasar, transportasi, dan aneka
barang/ jasa lainnya, maka di katagorikan miskin. Sementara itu, penduduk yang
tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara dengan 1.800 kalori

per hari di kategorikan fakir miskin.
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Berdasarkan data dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di
provinsi Riau pada september 2020 mencapai 491,22 ribu jiwa. Angka tersebut
melonjak 7,30 ribu jiwa bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun
2019.Menurut kepala badan pusat statistik (BPS) provinsi Riau, Misfarudin,
persentase penduduk miskin dengan pengeluaran perkapita perbulan Rp 524.861,
di provinsi riau pada september 2020 sebesar 7,04 persen. Ini menunjukan adanya
kenaikan sebesar 0,14 persen poin bila dibandingkan dengan September 2019.
Sementara itu, periode maret 2020 september 2020 persentase penduduk miskin
naik 0,22 persen poin.

Diketahui, pada periode september 2019 hingga september 2020, gini ratio
provinsi Riau mengalami penurunan dari 0,331 pada September 2019 menjadi
0,321 pada september 2020. Jika dibandingkan dengan maret 2020, juga terjadi
penurunan, dimana gini ratio maret 2020 adalah sebesar 0,329.lonjakan penduduk
miskin di Riau selain disebabkan oleh harga komoditi sembako, juga dipicu
pengaruh pandemi Covid-19. Sebanyak 520,92 ribu orang (10,53 persen dari
penduduk usia kerja) terdampak COVID-19 pada Agustus 2020, dengan rincian
35,40 ribu penduduk menjadi Pengangguran, 10,60 ribu penduduk menjadi Bukan
Angkatan Kerja, 28,61 ribu penduduk Sementara tidak bekerja, dan 446,31 ribu
penduduk bekerja dengan pengurangan jam kerja.

Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 8,6 ribu orang,
secara persentase, kemiskinan di perkotaan naik dari 6,00 persen menjadi 6,39
persen. Melonjaknya angka kemiskinan di perkotaan, merupakan dampak

langsung dari pandemi Covid-19.Untuk penanganan fakir miskin di provinsi riau,
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kota pekanbaru pemerintah daerah provinsi Riau mengeluarkan peraturan daerah
No. 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, berdasarkan
pasal 35 peraturan daerah nomor 17 tahun 2018 tenang penyelenggaraan
kesejahteraan sosial menyatakan:”
Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
a. pengembangan potensi diri;
b. bantuan pangan dan sandang;
c. penyuluhan dan bimbingan sosial;
d. pelayanan sosial;
e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
f. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
g. penyediaan akses pelayanan pendidikan menengah;
h. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman layak huni;
dan/atau
I. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
Dengan demikian tugas atau peran pemerintah provinsi Riau,
kotaPekanbaru dalam menanggulangi angka kemiskinan, yaitu dengan
langkah- langkah sebagai berikut:
a. pengembangan potensi diri;
b. bantuan pangan dan sandang;
c. penyuluhan dan bimbingan sosial;

d. pelayanan sosial;

® Undang-undang RI NO. 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
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e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;

f. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;

g. penyediaan akses pelayanan pendidikan menengah;

h. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman layak huni; dan/atau
i. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Sehubungan dengan penugasan tersebut pemerintah provinsi  Riau,
kotaPekanbaru telah melakukan usaha-usaha untuk menanggulangi angka kemiskinan
yang timbul di kota pekanbaru. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih
banyak kurang berjalan sebagaimana mestinya, penyimpangan dalam pelaksanaan
menghadirkan  solusi-solusi  untuk menghindari  kesalahan-kesalahan dalam
menerapkan tugas dan tanggung jawbnya. Tanggung jawab pemerintah daerah telah
dituliskan bedasarkan kesepakatan di dalam pedoman pelaksanaan mengenai tanggung
jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan jika tidak mematuhi atau
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pemerintah daerah akan mendapatkan
sangsi, dan sangsi tersebut dapat ditemukan didalam pedoman pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab juga.

Secara kontitusional terdapat kewajiban negara dan pemerintah untuk mengatur
dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi, dan kekayaan alam dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan sosial memelihara fakir miskin dan anak-anak
terlantar serta memberikan jaminan sosial dan kesehatan bagi warga negara. Dalam
negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan dalam penyelenggaran kenegaraan,
pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain

untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna.
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Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul:“Implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penanganan
fakir miskin secara berkelanjutan di kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah

provinsi Riau nomor 17 tahun 2018.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanaimplementasi tanggung jawab pemerintah dalam penanganan
fakir miskin secara berkelanjutan di kota Pekanbaru berdasarkan
peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 tahun 2018

2. Apakah faktor yang menghambat implementasi tanggung jawab
pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di kota
Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 tahun
2018

3. Apakah upayamengatasi hambatan implementasi tanggung jawab
pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di kota
Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 tahun

2018

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menganalisis implementasi tanggung jawab pemerintah dalam
penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di kota Pekanbaru

berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 tahun 2018
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b. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat implementasi
tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara
berkelanjutan di kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah
provinsi Riau nomor 17 tahun 2018

c. Untuk menjelaskan wupaya mengatasi hambatan implementasi
tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara
berkelanjutan di kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provisi
Riau nomor 17 tahun 2018

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi penulis, penelitian ini berguna memperdalam pengetahuan
penulis dalam bidang hukum tata negara terkait masalah yang diteliti
sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum
di fakultas hukum universitas lancang kuning.

b. Perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan
referensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Perspektif praktis, diharapkan berguna bagi pemerintah kota khusus

dinas sosial dan instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
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D. Kerangka Teori

Fakir adalah orang yg tidak punya harta atau pekerjaan sama sekali dari
kerjaan halal,atau punya harta atau kerjaan tapi tidak mencukupi,dalam gambaran
hasilnya itu kurang dari 50% dari kebutuhan. Contoh, 1 hari kebutuhan 10 ribu,
dia punya uang atau penghasilan tapi dibawah 5 ribu atau tidak punya harta
ataukerjaan yang halal sama sekali. Miskin yaitu orang yang punya harta atau
pekerjaan atau keduanya dari harta yang mencukupinya itu kira-kira 50% sampai
90% dari kebutuhannya.maksudnya ini misalkan kebutuhan seharinya itu 10
ribu,tapi harta/kerjaannya hanya dapat gaji 5-9 ribu saja. Secara harfiah
kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta benda.
Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu
kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok
sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial lain.

Kemiskinan berarti serba kekurangan secara material, sosial dan emosi.
Kemiskinan berarti menghabiskan lebih sedikit untuk makanan, perumahan, dan
pakaian dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran orang lain. Yang terpenting
kemiskinan meniadakan alat-alat yang dipakai untuk membangun masa depan.
Kemiskinan meniadakan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang bebas dari
sakit, kesehatan yang baik, dan kenyamanan istirahat yang panjang.

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk
uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh

seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki
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pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang
dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan
fakir miskin, Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai
sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan
dirinya dan atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah,
terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan
atau masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan,
pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga
Negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan,
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial.®

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,
spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.’

Jaminan sosial nasional adalah program pemerintah dan masyarakat yang
bertujuan memberi kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap
penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju terwujudnya
kesejahteraan sosial bagi selurun masyarakat Indonesia. Perlindungan ini
diperlukan utama bila terjadi hilangnya atau berkurangnya pendapatan.

Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana

tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2). Secara universal jaminan sosial

¢ Undang-undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
’ Undang- undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1)
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dijamin oleh pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB
(1948), di mana Indonesia ikut mendatanganinya. Kesadaran tentang pentingnya
jaminan perlindungan sosial terus berkembang, seperti terbaca pada perubahan
UUD 1945,pasal 34 ayat (2) yaitu Negara mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat.?

Dari berbagai sudut pandang pengertian kemiskinan pada dasarnya dapat
dikelompokkan menjadi tiga pengertian:

1. Kemiskinan absolute Terjadi apabila tingkat pendapatannya dibawah
garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan  minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang,
kesehatan,perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan
kapasitas agar bisa hidup dan bekerja. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan
absolute sebagai hidup dengan pendapatandibawah USD $1/hari, dan
kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari.

2. Kemiskinan relative Adalah kondisi dimana pendapatannya berada pada
posisi diatas garis kemiskinan,namun relative lebih dibandingkan pendapatan
masyarakat sekitarnya, meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat
dinegara berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan disetiap
region. Dinegara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma
yang berkelana kesana kemari dan daerah pinggiran kota.

3. Kemiskinan structural Adalah kondisi atau situasi karena pengaruh

kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat

® Akmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2013), him. 111
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sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan struktural
muncul karena ketidakmampuan sistem dan struktural sosial dalam
menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat
bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat
dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam,
pemerintah, maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Mereka yang
tergolong dalam kelompok ini adalah buruh tani, pemulung, penggali pasir
yang mereka tidak terpelajar dan tidak terlatih. Kemiskinan terkait dengan
sikap,budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang
mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok
masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan,
sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi
(kemiskinan struktural).?Untuk penanganan fakir miskin di provinsi riau, kota
pekanbaru pemerintah daerah provinsi riau mengeluarkan peraturan daerah
No. 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, berdasarkan
Pasal 35 peraturan daerah nomor 17 tahun 2018 tenang penyelenggaraan
kesejahteraan sosial menyatakan:°

Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
a. pengembangan potensi diri;
b. bantuan pangan dan sandang;
c. penyuluhan dan bimbingan sosial;

d. pelayanan sosial;

9 -
Ibid. him. 4
1% Undang-undang RI NO. 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
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e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;

f. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;

g. penyediaan akses pelayanan pendidikan menengah;

h. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman layak huni;

dan/atau

i. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Dalam Peraturan Daerah tentang penanganan fakir miskin terdapat kebijakan-
kebijakan serta tanggung jawab dari pihak-pihak yang diharuskan
mengimplementasi kebijakan yang dibuat serta yang disahkan, adapun kebijakan
tersebut diarahkan terhadap para pelaksana yang berperan dalam menangani kasus
fakir miskin baik di Daerah, Kota, dan provinsi. Penanganan tersebut melibatkan
instansi-instansi pemerintah yang ikut serta dalam menetapkan kebijakan dalam
penanganan fakir miskin.

Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan mengenai
tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan
sesuai dengan peraturan daerah no 17 tahun 2018. Dalam kebijakan tersebut telah
tersusun pedoman tanggung jawab pemerintah dalam menangani fakir miskin
secara berkelanjutan di kota Pekanbaru Riau. Peraturan daerah sebagai salah satu
produk dari kebijakan publik yang diharapkan mampu mengurangi angka
kemiskinan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.Obyek dari ilmu politik adalah
kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang
dimaksud dengan kebijakan umum (public policy) disini menurut Hoogewerf

ialah, membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan
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(doelbewuste  vormgeving aan de samenleving door middle van
machtsuitoefening).**

Kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu: (1) Kebijakan
Umum, merupakan kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan
baik yang bersifat positif atau bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah
atau instansi yang bersangkutan. (2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan
yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat 10 pusat, peraturan
pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. (3) Kebijakan Teknis,
yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.*?

Kebijakan lingkup daerah adalah kebijakan pemerintah daerah dalam
rangka mengatur permasalahan Rumah Tangga Daerah. Pihak yang bertanggung
jawab menetapkan kebijakan di Daerah Provinsi ialah Gubernur dan DPRD
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan
DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan yang ditetapkan harus segera
diimplementasikan agar dapat diterapkan untuk mengurangi permasalahan yang
terdapat di masyarakat. Implementasi merupakan tahap lanjutan setelah kebijakan
disahkan. Implementasi merupakan proses mendistribusikan apa yang telah
menjadi tujuan dalam suatu kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan
akan diimplementasikan atau dilaksanakan jika terdapat tugas dan wewenang

yang tertulis dalam sebuah kebijakan tersebut.

“'Budiardjo Miriam, Dasar-dasar ilmu politik edisi revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka,
2008), hal. 5.

12 Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik. (Jakarta: Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah,
2004), hal. 13.
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Implementasi merupakan sebuah proses pelaksanaan atau penerapan.
Bentuk nyata dari implementasi ialah menjalankan rencana yang telah dirancang
sebelumnya. Implementasi sebaiknya dilakukan sesuai dengan rancangan yang
telah ditetapkan. Jika mengimplementasikan rancanagan tidak sesuai dengan
rencana yang telah dibuat dikhawatirkan tujua hasil tidak sesuai dengan yang
menjadi target capaian. Implementasi kebijakan disebut juga sebagai tahapan
dalam proses kebijakan mendatang setelah kebijakan sebelumnya ditetapkan.
Implementasi kebijakan dipandang secara luas, sebagai tahap dari proses
kebijakan segera setelah penetapan undang-undang, implementasi dipandang
secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai
aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan
kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-
program, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang
memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari
suatu kegiatan pemerintah.”*Implementasi kebijakan pada isi kebijakan dan
konteks implementasinya. Isi kebijakan mencakup : (1) kepentingan yang
dipengaruhi; (2) manfaat yang dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan;
(4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) pelaksana program; serta (6) sumberdaya
yang dikerahkan. Sementara itu konteks implementasinya adalah: (1) kekuasaan,
kepentingan dan strategi actor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga; dan (3)

kepatuhan dan daya tanggap™*

3 Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. (Yogyakarta: CAPS,
2014), hal. 149.

 Merilee Grindle S, Politics and Policy Implementation in the Third World. (New Jersey
: Princeton University Press, 1980).
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Implementasi secara mendalam diartikan sebagai suatu proses di mana
dilaksanakan setelah kebijakan disahkan melalui program-program yang
berpedoman pada kebijakan yang berupa undang-undang dan peraturan daerah.
Implementasi kebijakan diartikansebagai hal yang mendukung terlaksananya
sebuah peraturan yang telah di sahkan dan diimplementasikan bedasarkan
kebijakan pelaksana. Dalam kebijakan telah tertulis dan dibuat sebuah tanggung
jawab dan wewenang seseorang atau kelompok untuk mengimplementasikan
tanggung jawab tersebut, dimana sebuah tanggung jawab yang ditetapkan dalam
sebuah kebijakan harus dilaksanakan oleh orang atau kelompok yang ditetapkan
dalam kebijakan tersebut, dan jika tidak terlaksananya tugas dan tanggung jawab
sesuai dengan kebijakan tersebut maka kebijakan mengenai pelanggaran bagi
yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya akan diterapkan bagi pelanggar atau

dengan makasud lain terkena Sangsi yang terdapat dalam kebijakan yang dibiuat.
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E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu tentang
efektivitas berjalannya suatu hokum. Penelitian yuridis empiris yang
dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat
disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum
yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.™

2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di Pemerintahan kota Pekanbaru tepatnya di
dinas sosial dimana Implementasi tanggung jawab pemerintah dalam
penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di kota Pekanbaru
berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 tahun 2018 tentang
penanganan fakir miskin secara berkelanjutan, di kota Pekanbaru masih
belum berjalan sebagaimana mestinya.

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah
lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi
penelitinya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu
mengidentifikasikan populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur
yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek

penelitian.

15 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002),
hal.15.
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b. Dari populasi yang teridentifikasi, saatnya bagi penetiti untuk
menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang
akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data

primer nantinya akan diperoleh.

Tabel 1.1
Populaasi dan Sampel
No Jenis Populasi Jumlah Jumlah  Persent
Populasi Sampel  ase (%)
1  Kepala Dinas Sosial 1 1 100%
Pekanbaru
2 Komisi Il DPRD Kota 10 1 100%
Pekanbaru
3 Fakir Miskin di 30 3 10%
Pekanbaru

4. Sumber Data
Penelitian jenis hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer
yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam :
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan sesuai
dengan objek penelitian.
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui keputusan
yang bersifat mendukung data primer.
c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi
dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan

sekunder.
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5. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan lapangan (mengamati
lansung) objek penelitian. Dalam hal ini mengamati implementasi
tanggung jawab pemerintah dalam penanggungan fakir miskin secara
berkelanjutan di kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi
Riau nomor 17 Tahun 2018
b. Wawancara
Metode ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden
untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan
permasalahan hukum mengenai Implementasi tanggung jawab pemerintah
dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di kota Pekanbaru
berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 tahun 2018
c. Kajian Pustaka
Peneliatan ini mengumpulkan data pada literatur yang mendukung data
primer pada penelitian ini. Data tersebut didapatkan dengan mengkaji
buku-buku, jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi dan ber ISSBN serta
undang-undang.
6. Analisis Data
Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan
metode analisa kualitatif, yaitu apa yang di nyatakan responden secara tertulis
maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang

selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif,

27



yakni menjelaskan secara jelas mengenai penerapan dan penegakan peraturan
daerah Provinsi Riau, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.
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BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian “implementasi Tanggung jawab Pemerintah

dalam Penanganan Fakir Miskin Secara berkelanjutan di kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 adalah

sebagai berikut:

1. Implementasi Tanggung jawab Pemerintah dalam Penanganan Fakir Miskin
Secara berkelanjutan di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018.Tanggung Jawab Pemerintah dalam
penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di Kota Pekanbaru sudah
terlaksana dengan baik dan memenuhi indikator yang tepat dan terlaksana
sesuai dengan PERDA Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 dimana
pemerintah daerah telah melaksankan tanggung jawabnya pada PERDA
tersebut.

2. Faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam mengimplemntasikan
tanggung jawabnya dalam penanganan fakir misin secara berkelanjutan di
Kota Pekanbaru bedasarkan PERDA No 17 tahun 2018. Faktor yang
menghambatnya diantaranya; 1. Terjadinya pengunduran waktu secara
mendadak dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin, yang
menyebabkan kegiatan lain ikut tertunda, dan hal itu merugikan pelaksana

atau pemerintah yang memiliki tanggung jawab dan telah menyusun segala
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strategi sesuai kebijakan menjadi terhambat. 2. Pendataan Anggaran tidak
sesuai dangan dilapangan dikarnakan ditemukannya KPM melakukan
regristrasi dengan data yang sama dan mengakibatkan tanggung jawab
pemerintah perlu melakukan pengecekan kembali data-data jumlah keluarga
miskin yang ada disetiap kecamatan. Persoalan tersebut menjadi faktor
penghambat bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan
tanggungjawabnya yang lain.

3. Upaya dalam mengatasi Hambatan dalam Implementasi Tanggung jawab
Pemerintah dalam Penanganan Fakir Miskin Secara berkelanjutan di kota
Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun
2018.Hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab, pemerintah daerah juga
mendapatkan hambatan-hambatan saat melakukan tanggung jawabnya dalam
menangani fakir miskin di Kota Pekanbaru. Tanggung Jawab pemerintah
telah dituliskan dalam UU RI No 13 Thn 2011 tentang “Penanganan Fakir
Miskin” BAB IV Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah. Setiap tugas
yang telah ditetapkan dalam Undang-undang maka, Undang-Undang juga
memiliki Praturan secara hukum dalam mengatasi tanggung jawab yang
memiliki kendala atau hambatan. Sebuah hambatan yang dilakukan pelaksana
serta yang terlibat dalam penganan fakir miskin secara berkelanjutan sesuai
dengan PERDA No 17 Tahun 2018, maka upaya hukum dalam mengatasi
pelanggaran tersebut. Pemerintah Daerah Wajib berpedoman terhadap
undang-undang yang diturunan yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu,

peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan
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sanksi administratif kepada pejabat pemerintah dan peraturan pemerintah
nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawan penyelenggaraan
pemerintah daerah.

B. Saran
Bedasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam penelitian peneliti ini

maka peneliti akan menuliskan saran yang peneliti fikir akan diperlukan kepada

pembaca, diantaranya;

1. Bagi lembaga atau instansi terkait bahwasanya butuh adanya evaluasi dari
setiap tanggung jawab para lembaga atau instansi terkait yang dilakukan
setiap hari selama pelaksanaan penanganan fakir miskin secara berkelanjutan
di Kota Pekanbaru, karna jika dilakukan evaluasi setiap hari maka hal itu
akan mengurangi resiko terjadinya hambatan dalam melaksankan tanggung
jawabnya.

2. Bagi mahasiswa atau pembaca yang ingin melanjutkan penelitian peneliti,
perlu melakukan penelitian lebih efektif tentang implementasi tanggung
jawab pemerintah terhadap penanganan fakir miskin secara berkelanjutan
sesuai dengan PERDA Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018. Sehingga dapat
diketahui penanganan-penanganan yang lebih baik terhadap hambatatan-

hambatan yang didapatkan secara hukum.
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